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SALINAN

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010, merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam rencana
jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun
2012;

bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, perlu mengatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo
Tahun 2012 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



Menetapkan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 13)

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 — 2015.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2012.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2015;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2015;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disingkat Renja-RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo yang berisi
program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen
perencanaan pembangunan daerah kabupaten Situbondo dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2012;

Pasal 3

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 yakni
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, prioritas dan plafon Anggaran Sementara;



b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten dalam menyusun Renja SKPD serta sebagai bahan pembahasan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

Pasal 4

(1) RKPD tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan
sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB |

BAB I

BAB IlI

BAB VI

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN.

RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

PENUTUP

(2) Uraian RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinci
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 06 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 06 Juni 2011

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO, S.H

sesuai dengan Aslinya,

/ AGIAN HUKUM
KABUPATEN SITUBONDO, //@‘;
/:/’é.{/(z
ttd 3 i
|\ ANNA[KUSUMA, S.H.,M.Si
Drs. HADI WIJONO, S.T.. M.M \ gﬁmbma (|v/a)

Pembina Utama Muda

T HJ:98>31221 200604 2 009

NIP. 19541010 197603 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 31



Kepada

Dari

Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

JI. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321 7 (0338) 671161

NOTA DINAS

Yth. BUPATI SITUBONDO.
SEKRETARIS DAERAH
27 Mei 2011
/04/10/2011
Penting.
1 (satu) Berkas
Naskah Peraturan Bupati Situbondo

Bersama ini kami sediakan dengan hormat 1 (satu) berkas Naskah
Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Situbondo Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJIMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun
2010.

Tata Naskah dan Redaksionalnya telah diteliti dan disempurnakan
oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo guna memenuhi
Nota Dinas dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Situbondo tanggal 26 Mei 2011.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HADI WIJONO, S.T.. M.M.
Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP.19541010 197603 1 010




